BABI
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, manusia adalah makhluk
yang senantiasa bergantung dan terikat serta saling membutuhkan kepada
yang lain. Secara naluriah, manusia saling tolong menolong demi
tercapainya sebuah cita-cita yang diharapkan bersama. Namun banyak juga
diantara manusia yang saling membantu dalam hal keburukan atau
kemaksiatan. Karena hal itu, maka Allah memberikan batasan-batasan
dalam hal apa sikap saling membantu itu harus diterapkan dalam memenuhi
kebutuhan hidup diantara mereka. Hubungan individu dengan lainnya,
seperti pembahasan masalah hak dan kewajiban, harta, jual beli, kerja sama
dalam berbagai bidang, pinjam meminjam, sewa menyewa, penggunaan jasa
dan kegiatan-kegiatan lainnya yang sangat diperlukan manusia dalam
kehidupan sehari-hari, diatur dalam fiqih muamalah.'

Al-Quran dan as-Sunnah juga mengisyaratkan bahwa manusia diberi
kesempatan yang seluas-luasnya untuk menjalankan kegiatan ekonominya,
baik dengan mengeksploitasi sumber alam secara langsung seperti pertanian,
pertambangan maupun yang tidak langsung seperti perdagangan dan
berbagai kegiatan produktif lainnya. Sebagaimana firman Allah QS. Al-

Mulk: 15.

' M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2003),
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Artinya : "Dialah Yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka
berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-
Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah)
dibangkitkan. (QS. AL-Mulk:15).?

Dalam hukum Islam pengertian syariat maupun figih dapat dibagi
menjadi dua yaitu mengenai tata cara manusia berhubungan langsung
dengan Tuhan yaitu bidang ibadah dan ketetapan yang diberikan oleh Tuhan
yang berhubungan langsung dengan kehidupan sosial, terbatas pada hal yang
pokok saja yaitu disebut juga bidang muamalah yang dijelaskan dalam al-
Quran dan as-Sunnah tidak terperinci secara detail, maka berlakulah asas
umum yakni pada dasar semua perbuatan "boleh" dilakukan, kecuali dalam
perbuatan tersebut ada larangan dalam Al-Quran dan as-Sunnah.’

Ketergantungan manusia terhadap manusia lain membuat mereka
berkumpul dan bersatu tidak terpisah-pisah, bertetangga dekat dan tidak
saling berjauhan agar saling melengkapi antara yang satu dengan yang lain.
Hal ini menunjukkan bahwa kerjasama antar manusia itu sangat dianjurkan
dalam Islam.

Untuk itu setiap muslim diperbolehkan bekerja baik dengan jalan
bercocok tanam, berdagang, mendirikan pabrik, menjadi pegawai dan

pekerjaan apapun selama pekerjaan tersebut tidak bertentangan dengan

syari’at, maka dalam bermuamalah Allah meletakkan norma-norma yang

? Departemen Agama RI, A/-Quran dan Terjemah, (Surabaya: PT. Sahabat Ilmu, 2001), 562.
3 Muhammad Daud Ali, Hukum Islam, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 54-55.



dijadikan sebagai landasan agar manusia tidak mengambil hak orang lain
dengan cara yang bathil.

Berbagai acuan telah digariskan oleh syariat Islam seperti aturan
dalam jual beli, utang piutang, sewa-menyewa dan sebagainya. Atas dasar
itu, sasaran dari suatu akad harus senantiasa mengacu kepada tujuan yang
dikehendaki syara’ dalam setiap persyariatan hukum, yaitu kemaslahatan
umat manusia secara keseluruhan. jika pada suatu transaksi terdapat
indikasi-indikasi kemaslahatan berarti di situ terdapat hukum Allah. Untuk
itu dengan cara apapun kemaslahatan itu bisa dicapai, maka syarat-syarat
itupun disyariatkan.*

Utang piutang (qard) sebagai suatu aqad terjadi karena sepakat.
Atinya setiap orang dapat melakukan perbuatan itu asalkan memenuhi
kebutuhan-kebutuhan yang ditetapkan sebagai syarat terjadinya peristiwa
hukum tersebut dan di samping itu harus memenuhi isi dari perjanjian yang
disepakati sebagai kewajiban dari ikatan hukum antar pihak. Dasar hukum
hutang piutang ini adalah firman Allah yang dicantumkan dalam surah al-

Maidah ayat 2:
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Artinya: "Hendaknya kamu folong-menolong atas kebaikan dan taqwa
kepada Allah dan jangan kamu tolong-menlong atas dosa dan
permusuhan”.’

* Imam al-ghazali, Benang Tipis Antara Halal & Haram (Surabaya: Putra pelajar, 2002) 65-66.
> Departemen Agama RI, A/-Quran dan Terjemah, ... 106.



Dari ayat ini yang penting adanya unsur “tolong-menolong” dimaksudkan
supaya tidak menimbulkan beban dan kerugian bagi orang lain. Dalam
menolong seseorang-karena kesulitan-hendaknya diperhatikan bahwa
memberi bantuan itu tidak untuk mencari keuntungan dan hanya sekedar
mengurangi atau menghilangkan beban atas kebutuhan tanpa memikirkan
pengembalian yang lebih besar dan bantuan yang diberikan itu tidak
mengikat tambahan saar mengembalikannya karena bertentangan dengan
kehendak Allah.®

Salah satu bantuan yang dapat diberikan kepada seseorang yaitu
menghutangkan sesuatu yang dibutuhkan oleh orang itu. Memberikan
hutang kepada orang lain tidak boleh membebankan tambahan saat
dikembalikannya. Maksud utama dalam memberikan hutang itu adalah
untuk menolong orang yang memerlukan bantuan orang lain dan para pihak
tidak diperkenankan menambah jumlah pinjaman ketika dikembalikan
sebagai kata sepakat dalam perjanjian. Sifat hutang-piutang sebagai
perikatan bukan untuk mencari keuntungan melainkan kerelan seseorang
dalam membantu kesulitan orang lain dan untuk itulah Allah berjanji akan
menolong orang yang banyak memberikan kebaikannya kepada orang lain.

Akad utang piutang dimaksudkan untuk mengasihi di antara sesama
manusia, menolong mereka dalam menghadapi berbagai urusan, dan
memudahkan denyut nadi kehidupan. Akad utang piutang bukan salah satu

sarana untuk memperoleh penghasilan dan bukan pula salah satu cara untuk

6 Ahmad Wardi Muslich, Figih Muamalah, (Jakarta: Amzah), 46.



mengeksploitasi orang lain. Oleh karena itu, orang yang berhutang tidak
boleh mengembalikan kepada orang yang memberi utang kecuali apa yang
telah di utang nya atau serupa dengannya. Hal ini sesuai dengan kaidah
fikih, “Setiap piutang yang mendatangkan manfaat adalah riba.” Keharaman
ini berlaku jika manfaat dari akad utang piutang disyaratkan atau
disesuaikan dengan tradisi yang berlaku. Jika manfaat ini tidak disyaratkan
dan tidak dikenal dalam tradisi, maka orang yang berhutang boleh
membayar utang nya dengan sesuatu yang lebih baik kualitasnya dari apa
yang di utangnya, atau menambah jumlahnya, atau menjual rumahnya
kepada orang yang memberi utang.’

Namun, teori yang ada tidak sejalan dengan praktek yang ada di Desa
Sebayi, Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun. Praktek hutang piutang
yang berlaku di Desa terjadi antara pengepul dan petani. Pengepul akan
memberikan pinjaman sejumlah uang yang diinginkan kepada petani dan
akan dikembalikan sejumlah uang yang dipinjam beserta bunga sebesar
300%. Pinjaman ini dilakukan saat sebelum musim tanam dan waktu
pengembalian saat musim panen tiba. Pengembalian yang dilakukan oleh
petani yaitu berupa beras hasil panen sebanyak tiga kali lipat dari harga
beras pinjaman, masyarakat setempat menyebutnya dengan hutang Sistem

Jjo (Ngijo).

7 Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, Hukum Perjanjian Dalam Islam, (Jakarta: Sinar
Grafika), 136.



Sistem Jjo (Ngijo) adalah istilah dari masyarakat Desa Sebayi
khususnya para petani dimana para petani hutang kepada seseorang yang
dianggap kaya pada musim tanam, dan pelunasannya dilakukan pada saat
musim panen dengan membayar berupa hasil panen (biasanya gabah atau
beras). Besar biaya pelunasan sangat jauh dari besar pinjaman. yakni hutang
uang sebesar Rp. 200.000 dibayar dengan beras sebesar 100kg dan adanya
tambahan pembayaran sebesar 5% padi jika petani tidak bisa membayar
hutang pada waktu jatuh tempo di musim panen.

Akad utang piutang dimaksudkan untuk mengasihi di antara sesama
manusia, menolong mereka dalam menghadapi berbagai urusan, dan
memudahkan denyut nadi kehidupan. Akad utang piutang bukan salah satu
sarana untuk memperoleh penghasilan dan bukan pula salah satu cara untuk
mengeksploitasi orang lain melalui adanya tambahan atatu bunga yang
cukup tinggi seperti yang ada di Desa Sebayi. Oleh karena itu, orang yang
berhutang tidak boleh mengembalikan kepada orang yang memberi utang
kecuali apa yang telah di utang nya atau serupa dengannya. Hal ini sesuai
dengan kaidah fikih, “Setiap piutang yang mendatangkan manfaat adalah
riba”.® Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al- Baqarah: 275:
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Artinya: “...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan
mengharamkan riba™

8 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, Jakarta; Dar fath Lili’lami al-Arabiy, 2009, 217.
? Departemen Agama R, A/-Quran dan Terjemal, ... 46.



Tetapi dalam praktek yang dilakukan di Desa ini, pengembalian
hutang yang bahkan tiga kali lipat dari yang dipinjam membuat para petani
tertekan dan tidak ada rasa kerelaan. Biasanya petani yang meminjam
hutang uang sebesar Rp. 200.000 akan dilunasi dengan beras yang berjumlah
100kg. jumlah ini cukup berbeda jauh dengan pinjaman awal, karena lkg
beras dihargai Rp. 5.600. jika Rp. 5.600 x 100kg maka hasil akan didapat
sebesar Rp. 560.000. harusnya petani hanya membayar beras sebesar 36kg
untuk melunasi hutang sebesar Rp. 200.000 di awal tadi serta adanya
tambahan pembayaran sebesar 5% padi jika petani tidak bisa membayar
hutang pada waktu jatuh tempo di musim panen..

Pengembalian tiga kali lipat tersebut dianggap oleh pengepul sebagai
upah karena meminjami kepada petani atau ujrah dari pinjaman. sedangkan
pengepul disini tidaklah sama sekali melakukan pekerjaan yang dapat
disebut sebagai jasa sebagai syarat mendapatkan ujrah. Ujrah inilah yang
menjadi permasalahan karena seharusnya tidak dibenarkan dalam hutang
piutang, justru Utang piutang merupakan salah satu bentuk mu’amalah yang
bercorak ta’awun (pertolongan) kepada pihak lain untuk memenuhi
kebutuhannya. Sumber ajaran Islam (Al-Quran dan al-Hadits) sangat kuat
menyerukan prinsip hidup gotong royong seperti ini. Bahkan Al-Quran
menyebut utang-piutang untuk menolong atau meringankan orang lain yang
membutuhkan dengan istilah “menghutangkan kepada Allah dengan hutang

baik”.'” Sedangkan menurut penulis, pelunasan dengan jumlah sangat besar

!0 Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, Hukum Perjanjian Dalam Islam, ... 136.



tersebut bukanlah wujrah, melainkan riba. Karena mendzolimi dan
menyengsarakan pihak kedua (penghutang).

Pada dasarnya perjanjian hutang piutang sistem Jjo (ngijo) itu
berlangsung semenjak 5 tahun yang lalu yang semula hanya satu orang
sebagai pemberi hutang, hingga saat ini ada 3 orang kaya di Desa Sebayi
memanfaatkan ngijo ini sebagai ajang bisnis guna mendapatkan padi yang
melimpah untuk disimpan dan apabila harganya sudah naik padi tersebut
baru dijual begitu seterusnya.''

Dalam pelaksanaan perjanjian ngijo, yaitu perjanjian antara petani
dengan pengepul (orang yang memberi pinjaman) dilaksanakan secara lisan
atau tidak tertulis yaitu hanya menggunakan kesepakatan atau persetujuan
bersama berdasarkan kepercayaan.

Dengan latar belakang tersebut di atas penulis tertarik untuk
mengadakan penelitian dan membahas tentang pelaksanaan akad hutang
piutang ngijo di Desa Sebayi Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun untuk
diketahui secara jelas dan pasti hukumnya dalam hukum islam.

Untuk membahas permasalahan ini peneliti mengangkatnya dalam
penyusunan skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Utang
Piutang Sistem Zjo (Ngijo) di Desa Sebayi Kecamatan Gemarang Kabupaten

Madiun”.

"' Lamijo, Wawancara, Madiun, 15 Februari 2015.



B.

Identifikasi dan Batasan Masalah
Dari latar belakang di atas, maka timbul persoalan yang harus di
pelajari oleh penyusun untuk dijadikan acuan penelitian, yakni:
1. Praktek utang piutang sistem 7jo (Ngijo) di Desa Sebayi Kecamatan
Gemarang Kabupaten Madiun
2. Akad yang digunakan dalam utang piutang sistem 7jo (Ngijo) di Desa
Sebayi Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun
3. Adanya ujrah dalam pelunasan hutang
4. Tinjauan hukum Islam terhadap utang piutang sistem 7jo (Ngijo) di Desa
Sebayi Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun
Agar penelitian ini maksimal, maka penelitian akan dibatasi sebagai
berikut, yaitu:
1. Praktek utang piutang sistem 7jo (Ngijo) di Desa Sebayi Kecamatan
Gemarang Kabupaten Madiun
2. Analisis hukum Islam terhadap utang piutang sistem ijo (Ngijo) di Desa

Sebayi Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun

Rumusan Masalah

Berdasarkan pembahasan latar belakang yang diuraikan di atas, maka
dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:
1. Bagaimana praktek utang piutang sistem 7jo (Ngijo) di desa Sebayi

Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun?
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2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap utang piutang sistem Jjjo
(Ngijo) di desa Sebayi Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun?
D. Kajian Pustaka

Sesungguhnya sudah ada karya ilmiah yang membahas tema hutang
piutang, berupa karya ilmiah yang berbentuk skripsi merupakan penelitian
yang membahas tentang hutang piutang bersyarat, pelunasan hutang sapi
untuk penanaman tembakau dan hutang piutang jasa. Diantara penulisan
karya ilmiah yang hampir sama dengan penelitian yang penulis kaji tentang
multijasa tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang pertama yaitu Wardatul Hamidah mahasiswa muamalah
tahun 2006 yang membahas tentang: “7injauan Figh Terhadap
Penetapan Harga Jual Hasil Panen (padi) Oleh Tengkulak di Desa
Kranggan Kecamatan Mojoanyar, kabupaten Mojokerto”. Skripsi ini
adalah hasil penelitian yang membahas tentang harga jual padi kepada
tengkulak. Hasil penelitian ini menyimpulkan penetapan harga jual padi
yang dilakukan oleh tengkulak di Desa Kranggan Kecamatan Mojoanyar
Kabupaten Mojokerto setelah ditinjau dengan figh tidak sesuai, karena
dalam penetapan harga padi hanya dikuasai oleh tengkulak, dan petani
tidak dapat menentukan harga jual padinya ketika petani sebagai
penjual, secara terpaksa mau atau tidak mau petani mengikuti harga dari

tengkulak tersebut, karena petani sebelumnya sudah diutangi uang.'*

'2 Wardatul Hamidah,“Tinjauan Figh Terhadap Penetapan Harga Jual Hasil Panen (padi) Oleh
Tengkulak di Desa Kranggan Kecamatan Mojoanyar, kabupaten Mojokerto™.. (Skripsi--IAIN
Sunan Ampel, Surabaya, 2006), 62.
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2. Penelitian yang kedua yaitu “7injauan Hukum Islam Terhadap Pelunasan
Utang Sapi untuk Penanaman Tembakau Berdasarkan Ketentuan
Kreditur di Ds. Sejati Kec. Camplong Kab. Sampang Madura”. Yang
disusun oleh Junainah, mahasiswa Muamalah tahun 2009. dalam skripsi
ini membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap akad utang sapi di
Ds. Sejati yang dilakukan secara lisan dan tanpa saksi. Sedangkan
pelunasannya mengikuti ketentuan kreditur, yakni dikembalikan dengan
sapi yang umur dan ukurannya sesuai lamanya berutang atau sejumlah
uvang yang ditentukan langsung oleh kreditur. Hasil penelitian ini
menyimpulkan bahwa pelunasan yang berupa sapi adalah mubah.
Demikian ini karena terdapat kesesuaian antara hukum Islam yang
mewajibkan utang dikembalikan dengan benda yang sejenis dengan
praktek utang sapi kembali sapi. Utang sapi yang dikembalikan dengan
sejumlah uang yang ditentukan langsung oleh kreditur hukumnya haram.
Sebab mengembalikan utang dengan benda yang tidak sejenis, seperti
sapi kembali vang itu diharamkan dalam hukum Islam seperti penjelasan
Hadis yang menerangkan adanya larangan pengembalian utang perak
dengan emas."

3. Penelitian yang ketiga adalah skripsi yang berjudul “Analisis Urf
terhadap hutang piutang jasa di Desa Benjeng, Kabupaten Gresik.”

Skripsi ini membahas tengtang adat istiadat hutang jasa di Desa

" Junainah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelunasan Utang Sapi untuk Penanaman
Tembakau Berdasarkan Ketentuan Kreditur di Ds. Sejati Kec. Camplong Kab. Sampang
Madura”, (Skripsi IAIN Sunan Ampel Surabaya,2009), 66.
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Benjeng. Hasil dari penelitian tersebut adalah boleh menurut hukum
islam, karena hutang jasa dibayar dengan jasa juga.'

4. Skripsi yang berjudul “Utang Piutang Emas dengan Pengembalian Uang
di Kampung Pandugo Kelurahan Penjaringan Sari Kecamatan Rungkut
Kota Surabaya dalam Perspektif Hukum Islam”. Yang disusun oleh Lina
Fadjria, dalam skripsi ini membahas tentang praktek utang piutang emas
dengan pengembalian uvang di kampung Panndugo Kelurahan
Penjaringan Sari Kecamatan Rungkut Kota Surabaya. Dan hasil
penelitiannya menyebutkan bahwa praktek utang piutang di kampung
Pandugo tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam, karena yang menjadi
objek utang piutang tersebut merupakan barang yang tidak sejenis."

Berbeda halnya dengan skripsi ini, penulis membahas mengenai
hutang piutang Sistem Ijo (ngijo), skripsi ini membahas mengenai praktek
hutang piutang system ijo dimana dalam pelunasan hutang tersebut pihak
pemberi hutang (mugrid) memberikan syarat dengan membayar berupa padi
sebesar hampir 3x lipat dari jumlah pinjaman dengan alasan sisa pinjaman
tersebut sebagai wujrah (imbalan atau upah), dan adanya tambahan
pembayaran sebesar 5% padi jika petani tidak bisa membayar hutang pada

waktu jatuh tempo di musim panen yang lebih mengarah pada unsur riba.

'* Suhartini, “Analisis Urf terhadap hutang piutang jasa di Desa Benjeng, Kabupaten Gresik”,
(Skripsi-UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014), 68.
5 Lina Fadjria, “Utang Piutang Emas dengan Pengembalian Uang di Kampung Pandugo

2

Kelurahan Penjaringan Sari Kecamatan Rungkut Kota Surabaya dalam Perspektif Hukum Islam
(Skripsi TAIN Sunan Ampel Surabaya,2009), 70.
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Disini dapat dilihat dengan jelas bahwa skripsi yang penulis bahas ini

berbeda dengan skripsi-skripsi yang sudah ada.

Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:
1. Mengetahui kronologi akad utang piutang sistem ijo (ngijo) di Desa
Sebayi Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun
2. Mengetahui analisis hukum Islam terhadap hukum utang piutang sistem

ijo (ngijo) di Desa Sebayi Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun.

Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian yang digunakan ini diharapkan bermanfaat untuk hal-
hal sebagai berikut:
1. Dari segi teoritis

a. Diharapkan beguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam
bidang figih muamalah.

b. Hasil penelitian ini bisa dijadikan tolak ukur pandangan hukum Islam
terhadap hukum hutang-piutang sistem Ngijo yang mengandung unsur
riba

2. Dari segi praktis

a. Untuk memberikan masukan yang berguna bagi pembahasan lebih

lanjut tentang hutang-piutang

b. Dapat digunakan sebagai perbandingan penelitian berikutnya.
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G. Definisi Oprasional
Untuk memperoleh gambaran yang jelas dalam pembahasan judul
skripsi yang membahas tentang hutang-piutang Sistem ljo di Desa Sebayi

Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun, maka penyusun perlu

mengemukakan secara jelas maksud judul tersebut:

1. Hukum Islam : yang dimaksud dengan hukum Islam di sini yaitu
ketentuan-ketentuan hukum Islam yang ada di Al-Qurandan as-sunnah,'®
dalam penelitian ini yaitu hukum tentang gard dan riba.

2. Qard : yang dimaksud hutang piutang adalah menyerahkan uang kepada
orang yang sekiranya bisa memanfaatkannya, dengan syarat harus
dikembalikan lagi, tetapi bukan barang tersebut.

3. Sistem Jjo (ngijo): adalah istilah dari masyarakat Desa Sebayi khususnya
para petani dimana para petani hutang kepada seseorang yang dianggap
kaya (pengepul) pada musim tanam, dan pelunasannya dilakukan pada
saat musim panen dengan membayar berupa hasil panen (biasanya padi

atau beras).

H. Metode Penelitian
Penelitian yang akan dilaksanakan ini merupakan penelitian lapangan
yang didasarkan pada kaidah-kaidah kualitatif. Penelitian lapangan adalah

penelitian yang data utamanya diperoleh dari informasi di lapangan dan

' Anwar Harjono, Indonesia Kita Pemikiran Berwawasan Iman-Islam, (Jakarta: Gema Insani
Press, 1995), 83.
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bukan dari kepustakaan.'” Sedangkan maksud dari kaidah-kaidah kualitatif
adalah bahwa penelitian ini tidak menggunakan rumusan statistik dalam
analisanya.
1. Data yang dikumpulkan
Data mengenai hutang piutang Sistem ljo di Desa Sebayi
Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun, meliputi:
a. Lokasi/daerah penelitian dilaksanakan di Desa Sebayi Kecamatan
Gemarang Kabupaten Madiun
b. Data tentang proses akad hutang piutang berupa catatan, transkip
buku hutang milik pengepul (pihak yang menghutangi)
2. Sumber data
a. Sumber primer adalah sumber data yang diperoleh sumbernya secara
langsung dari masyarakat baik yang dilakukan melalui wawancara,
maupun observasi. Sumber informasi yang memiliki kompetensi
sesuai dengan obyek penelitian dan diperoleh dengan melakukan
tinjauan langsung ke obyek penelitian.'”® Data primer dalam
penelitian ini adalah data tentang hutang-piutang Sistem Ijo di Desa
Sebayi Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun. Sumber data
dalam penelitian ini dari pihak yang bersangkutan di lapangan yakni,
Bapak Jatmiko, Bapak Lamijo dan bapak Hariono (pihak yang

berhutang), Pak Syaiful dan Ibu Sutinem (pemberi hutang).

"7 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Dari Teori Ke Praktek, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002),
75.

'8 P Joko Subagyo, Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek, (Jakarta: PT. Rieneka Cipta,
2004), 87.
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b. Sumber sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari literatur-
literatur sebagai mendukung penelitian yaitu buku-buku, hasil
penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya. Sumber ini
merupakan sumber yang bersifat membantu atau menunjang untuk
melengakpi dan memperkuat serta memberikan penjelasan mengenai
sumber-sumber data primer,19 dan beberapa dokumen-dokumen
terkait dengan masalah hutang-piutang system ijo. Diantara sumber-
sumber data tersebut adalah :

1) Figih Muamalat karya Ahmad Wardi Muslich

2) Figih Empat Madzhab karya Abdurrahman Al-Jaziri

3) Fiqih Islam Wa Adillatuhukarya Wahbah az-Zuhaili

4) Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek karya P. Joko
Subagyo

5) Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam karya Muhammad Ali
Hasan

6) Hukum Ekonomi Islam oleh Suhrawardi K. Lubis

7) Hukum Islam oleh Muhammad Daud Ali

3. Subyek penelitian

Subyek penelitian ini adalah para petani di Desa Sebayi yang

mempratikkan hutang piutang sistem 7jo (Ngijo).

1 Ibid., 88.
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4. Teknik pengumpulan data
Dalam hal pengumpulan data yang diperlukan dalm peneliti ini
penulis menggunakan beberapa metode yaitu:
a. Wawancara
Wawancara adalah salah satu bentuk metode pengumpulan data
dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan
pribadi antara pewawancara dengan sumber data (responden).”
Pengumpulan data dengan cara bertanya langsung secara lisan
kepada kepala dusun, petani, dan pihak memberi hutang yang
melakukan hutang-piutang dengan Sistem jo.
b. Studi Dokumen
Studi dokumen adalah salah satu metode yang digunakan dalam
metodologi penelitian sosial. Pada intinya studi dokumen adalah
metode yang digunakan untuk menelususri data historis.”' Teknik
pengumpulan data ini dilakukan untuk memperoleh data tentang
hutang-piutang sistem ijo yang dilakukan di Desa Sebayi. Adapun
data-data tersebut bisa berupa catatan, transkip, buku dan dokumen-
dokumen lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
5. Teknik analisis data
Metode yang digunakan untuk menganalisi hasil penelitian yaitu

menggunakan metode deskriptif analisis yaitu teknik untuk menggambarkan

20 Rianto Adi, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, (Jakarta: Granit, 2004), 72.
2! M. Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif; (Jakarta: Kencana Prada Media Grup, 2007), 121.
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atau menjelaskan data yang terkait dengan pembahasan.** Dalam teknik ini
menggambarkan tentang aplikasi hutang piutang system ijo di Desa Sebayi
Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun. Kemudian data tersebut
dianalisis dalam persepektif hukum Islam.

Dalam skripsi ini, tahapan analisis peneliti adalah pada tahapan
pertama peneliti mencari fakta-fakta yang ada relevansinya dengan
perjanjian Ngijo di Desa Sebayi Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun
melalui wawancara dan dokumentasi. Kemudian berlanjut pada tahapan
kedua dimana peneliti mencari gugusan hukum yang sesuai ada
kontribusinya terhadap perjanjian Ngijo. Dari bahan yang telah terkumpul,
kemudian penulis bahas dengan menggunakan kerangka berpikir
menggunakan pola fikir deduktif yaitu dimulai dengan mengemukakan teori-
teori atau dalil-dalil terhadap aplikasi hutang-piutang kemudian di temukan
pemahaman secara umum menurut persepektif hukum Islam untuk

selanjutnya dapat diambil kesimpulan bersifat khusus.”

I. Sistematika Pembahasan
Secara keseluruhan skripsi ini tersusun dalam lima bab masing-masing
bab terdiri dari beberapa sub bab pembahasan, hal ini dimaksudkan untuk
memperudah dalam pemahaman serta penelaahan adapun sistematikanya

adalah sebagai berikut:

2 Moh. Nazir, Metode Penelitian, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999), 63.
2 M. Toha Anggoro, Metode Penelitian, (Jakarta: Universitas Terbuka, 2007), 68.
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Bab pertama adalah PENDAHULUAN, berisi uraian tentang latar
belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah,
kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi
oprasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah TINJAUAN UMUM TENTANG AKAD QARD
DAN RIBA. Memuat tentang penjelasan kategori teori hutang piutang
dalam hukum Islam berisi tentang pengertian hutang, dasar hukum hutang,
syarat-syarat dan rukun hutang dalam Islam.

Bab ketiga adalah AKAD UTANG PIUTANG SISTEM JO (NG1JO)
DAN PELAKSANAANNYA DI DESA SEBAYI KECAMATAN
GEMARANG KABUPATEN MADIUN, berisi uraian tentang a) profil desa
Sebayi yang meliputi letak geografis, luas wilayah, potensi desa, keadaan
penduduk dari segi social, ekonomi, agama dan pendidikan, b) praktek
hutang piutang sistem 7jo, latar belakang adanya ngijo, praktek pelunasan,
dampak adanya hutang piutang sistem 7jo.

Bab keempat, yaitu ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP
UTANG PIUTANG SISTEM [JO (NGIJO) DI DESA SEBAYI
KECAMATAN GEMARANG KABUPATEN MADIUN. Dalam bab ini
peneliti menganalisis tentang akad pelaksanaan ngijo.

Bab kelima, PENUTUP yang berisi tentang kesimpulan dari hasil

penelitian dan saran.



